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Abstract 
This study aims  to find out how the system and procedures  for  receiving  local  revenue  are  carried  out  at  

the  Regional  Financial  and  Asset  Management  Agency  of  Palembang  City.  Systems  and  procedures  are  

stages  or  revenue  streams  from  data  collection  to  data  processing  with  regional  financial  management  

guidelines  and  government  regulations  applied  so  that  they  can  be  assessed  whether  they  are  appropriate  

or  not.The  data  that  are  managed  in  this  study  are  the  systems  and  procedures  for  receiving  original  

local  revenue  that  are  in the financial management agency and the regional assets of  Palembang.  Data  

analysis  and  discussion  were  carried  out  with  a  descriptive  qualitative  analysis  method,  namely  by  

collecting  and  analyzing  theories  from  various  sources  and  experts  as  literature,  so  that  these  theories  

were  linked  to  applications  that  have  been  applied  to  the  Regional  Financial  and  Asset  Management  

Agency  of  Palembang  City  in  the  admission  process 
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Pendahuluan 
Peraturan  keuangan  daerah  yang  ada  saat  ini  telah  menjadi  informasi  yang  penting  dan  

berguna  bagi  pengguna  tentang  sistem  dan  prosedur  keuangan  daerah,  sehingga  dapat  

dikumpulkan  dan  digunakan  untuk  memberikan  informasi  transaksi  ekonomi  dan  keuangan  kepada  

eksekutif,  yudikatif,  dan  masyarakat.  Terciptanya  Good  Governance  telah  menjadi  harapan  dan  

keinginan  besar  masyarakat  untuk  mencapai  dan  cita-cita  berbangsa  dan  bernegara.  Menurut  

Erlina,  dkk  (2015),  akuntansi  keuangan  daerah  ini  sesuai  dengan  semangat  otonomi  daerah  yang  

harus  mengelola  keuangan  daerah  secara  terpisah  dari  pemerintah  pusat  dan  sekaligus  melaporkan  

hasilnya  secara  transparan  kepada  publik.  kepercayaan,  yang  sangat  penting  untuk  dipahami  

dalam  sistem  keuangan  daerah  ini,  yaitu  antara  peraturan  pemerintah  dalam  penerapannya  kepada  

lembaga  yang  bersangkutan  yaitu  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota  Medan. 

Akuntansi  keuangan  daerah  adalah  akuntansi  pemerintahan  yang  digunakan  untuk  

mencatat  peristiwa  ekonomi  pada  entitas  ekonomi  di  lingkungan  pemerintah  daerah,  dalam  hal  

ini  pemerintah  pusat  di  daerah  akan  menjalankan  sistem  yang  telah  dibuat  dan  tetap  berdasarkan  

peraturan  pemerintah  khususnya  pemerintah  dalam  negeri.  (permendagri).  Sistem  pemerintahan  

dalam  penyelenggaraan  keuangan  daerah  adalah  proses  penafsiran  dan  pengikhtisaran  peristiwa  

keuangan  dan  pelaporan  keuangan  dalam  rangka  pelaksanaan  APBD,  yang  dilaksanakan  sesuai  

dengan  prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum. 

.Dalam  penelitian  ini  fokusnya  hanya  pada  penerimaan  pendapatan  daerah  yaitu  menilai  

bagaimana  sistem  dan  prosedur  penerimaannya  berdasarkan  pedoman  pengelolaan  keuangan  

daerah  dan  peraturan  pemerintah  yang  berlaku,  sehingga  aliran  penerimaan  PAD  dapat  dinilai  

dan  disesuaikan.  ,  selain  penilaian  berdasarkan  peraturan  dan  pedoman,  perlu  juga  penetapan  

dan  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  yang  baik  dalam  melaksanakan  kegiatan  

operasional  penerimaan  pendapatan  daerah. 

Dalam  penetapan  dan  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  atas  pelaksanaan  dan  

kebijakan  yang  dipercayakan  kepada  entitas  pelapor  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  

secara  berkala,  berdasarkan  kajian  dari  peneliti  yang  telah  dilakukan  oleh  Raisa  et  al  (2015),  

dalam  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  yang  ada  yaitu  badan  pengelola  Pada  keuangan  

dan  aset  daerah  Kabupaten  Sitaro  tidak  ditemukan  indikasi  dan  semua  sistem  penerimaan  

pendapatan  daerah  telah  sesuai  dengan  pedoman  pengelolaan  keuangan  daerah,  dan  penerapan  
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standar  akuntansi  pemerintahan  telah  dilaksanakan  dengan  baik,  dengan  ini  dapat  diasumsikan  

bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah  sudah  relevan. 

Dalam  hal  ini,  berdasarkan  penelitian-penelitian  sebelumnya  dan  berbagai  sumber  

pertimbangan,  peneliti  ingin  menilai  apakah  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  telah  

dilakukan  dengan  baik  di  badan  keuangan  dan  pengelolaan  aset  daerah  kota  Medan.  Sebagai  

titik  fokus  dalam  penelitian  ini  hanya  penerimaan  pendapatan  asli  daerah,  karena  pendapatan  

asli  daerah  merupakan  unsur  yang  sangat  penting  dalam  laporan  keuangan  daerah  dan  laporan  

realisasi  anggaran  sebagai  perkiraan  dalam  pengambilan  keputusan  pemerintah  dalam  menentukan  

anggaran  belanja  daerah  yang  akan  dilaksanakan.  Sebelum  menentukan  perkiraan  anggaran  

belanja,  diperlukan  sistem  dan  prosedur  yang  baik  untuk  mengatur  setiap  tahapan  penerimaan  

daerah.   

Badan  Pengelolaan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  adalah  lembaga  yang  mengatur  dan  

mengelola  kekayaan  daerah  yang  meliputi  perencanaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  

keuangan  daerah,  dalam  menjalankan  fungsinya  badan  pengelola  keuangan  daerah  kota  Palembang  

mengemban  visi  mewujudkan  sistem  pelayanan  yang  profesional  dan  transparan  serta  sistem  

pengelolaan  keuangan  yang  akuntabel  bagi  pemerintahan  yang  bertanggung  jawab,  oleh  karena  

itu  sebagai  lembaga  yang  dibentuk  untuk  mengelola  keuangan  daerah  khususnya  kota  Medan  

perlu  dibangun  suatu  sistem  yang  baik  untuk  mengatur  kebijakan  yang  dilakukan  secara  objektif  

dan  berkelanjutan,  di  era  sekarang  ini  lintas  sektoral.  koordinasi  daerah  atau  lintas  sektoral  

dalam  penyelesaian  dan  penanganannya  suatu  permasalahan  yang  dihadapi  mudah  dan  relevan,  

serta  penerapan  sistem  keuangan  yang  baik  terutama  dalam  pengelolaan  daerah  yang  sering  

diterapkan,  agar  semua  sektor  dapat  berjalan  dengan  hati-hati,  perlu  memperkuat  regulasi  yang  

tepat  dalam  pelaksanaan  dan  realisasinya  ,  untuk  memudahkan  manajer  dan  pengguna  

menggunakan  informasi  keuangan. 

Sistem  dan  prosedur  pendapatan  daerah  merupakan  unsur  penting  dalam  tahap  pelaporan  

realisasi  anggaran,  pengambilan  keputusan  dan  untuk  informasi  bagi  pengguna  dan  masyarakat,  

perlu  adanya  transparansi  dalam  memberikan  informasi  keuangan  daerah,  masyarakat  berhak  

mengetahui  secara  terbuka  dan  menyeluruh  tanggung  jawab  pemerintah  dalam  pengelolaan  sumber  

daya  yang  dipercayakan  kekuasaan  dan  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  dalam  

hal  ini  sistem  dan  tata  cara  penerimaan  penerimaan  pada  badan  pengelolaan  pajak  dan  retribusi  

daerah    dimulai  dari  tahap  pencatatan  penerimaan  pendapatan  oleh  pihak  terkait  yaitu  OPD,  

bendahara  penerimaan  dan  pembukuan/  bagian  akuntansi,  selanjutnya  dibuat  laporan  

pertanggungjawaban  penerimaan  PAD.  ,  yang  akan  digunakan  untuk  verifikasi  dan  penyetoran  

ke  bank,  dari  langkah-langkah  tersebut  akan  dinilai  apakah  pelaksanaan  penerimaan  PAD  sudah  

sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  mulai  dari  tahap  pencatatan  

penerimaan,  pembuatan  laporan,  verifikasi  hingga  tahap  setoran  dalam  penerimaan  PAD  pada  

badan  pengelolaan  pajak  dan  retribusi  daerah  di  kota  Medan. 

  Penerimaan  PAD  di  Badan  Pengelolaan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kota  Medan  sudah  

berjalan  baik  dengan  peraturan  pemerintah  terbaru  atau  belum  dilaksanakan  karena  tidak  

memahami  perubahan  peraturan  yang  berlaku. 

Pendapatan  asli  daerah  yang  diberi  wewenang  oleh  OPD  untuk  dicatat  dan  dilaporkan  

dalam  laporan  realisasi  anggaran,  sedangkan  penyusunan  laporan  realisasi  anggaran  PPKD  sebagai  

kantor  pusat  disusun  setiap  semester/tahunan.   

Pendapatan  daerah  diakui  dan  diatur  dalam  PP.N0  12  Tahun  2019  tentang  Standar  

Akuntansi  Pemerintahan  dan  Penerimaan  Kas/Penerimaan  Daerah  Berbasis  Akrual  pada  

Pemerintah  Daerah  menjadi  tiga  kelompok,  yaitu:  Kelompok  pertama  pendapatan  daerah,  

kelompok  kedua  pendapatan  transfer,  kelompok  pendapatan  kelompok  ketiga  adalah  -penghasilan  

lain  yang  sah.   

Prosedur  penerimaan  dalam  OPD  diperoleh  dari  pendapatan  daerah,  seperti  pajak  daerah,  

dana  perimbangan,  pendapatan  hibah  dan  pendapatan  non  operasional.  PP  NO.12  Tahun  2019,  

fungsi  akuntansi  OPD  adalah  untuk  mencatat  perkiraan  pendapatan  dengan  mengacu  pada  total  

pendapatan  terhadap  penerimaan  dan  pengeluaran  kas  sebagai  perkiraan  biaya  pengeluaran  daerah.  
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Dari  pengertian  tersebut  maka  fungsi  akuntansi  OPD  sangat  penting  dalam  pengambilan  keputusan  

sebagai  acuan  untuk  memperkirakan  biaya  pengeluaran  daerah  di  masa  yang  akan  datang  atau  

tahun  anggaran  baru,  setiap  perkiraan  yang  dikeluarkan  akan  menjadi  bahan  pertimbangan  di  

masa  yang  akan  datang  berdasarkan  fungsi  akuntansi  OPD  saat  ini. 

 

Tujuan Penelitian 
Tujuan iyang ihendak idicapai idari ipenelitian  ni iadalah iuntuk imengetahui isistem idan 

iprosedur ipenerimaan PAD pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota 

Medan 

 

Kajian Teori 

Definisi  Sistem  Dan  Prosedur  Pendapatan  Asli  Daerah   
Menurut  (Hamzani.  2021),  Sistem  dan  prosedur  penerimaan  asli  daerah  adalah  

serangkaian  proses  mulai  dari  pencatatan,  penggolongan  dan  peringkasan  transaksi  atau  

kejadian  keuangan  serta  pelaporan  keuangan  dalam  rangka  pertanggung  jawaban  pelaksanaan  

APBD  yang  berkenaan  dengan  penerimaan  kas  pada  OPD/PPKD  yang  dapat  dilaksanakan  

secara  manual  maupun  komputerisasi.   

Dari  pengertian  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem  dan  prosedur  akuntansi  

penerimaan  asli  daerah  merupakan  sistem  yang  bertujuan  untuk  mengumpulkan  dan  

memproses  data  transaksi  penerimaan  keuangan  daerah  sehingga  dapat  menghasilkan  

informasi  yang  dapat  digunakan  dalam  pengambilan  keputusan. 

 

Sistem   
Menurut  Lingga  S  (2018),  Sistem  merupakan  serangkaian  bagian  yang  saling  bergantung  

dan  bekerja  sama  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.   

Menurut  Mamintade  (2019),  mendefinisikan  sistem  merupakan  suatu  jaringan  prosedur  

yang  dibuat  menurut  pola  yang  terpadu  untuk  melaksanakan  kegiatan  pokok  perusahaan. 

  Dari  definisi  diatas  maka  sistem  adalah  rangkaian  yang  dibuat  untuk  melaksanakan  

dan  merealisasikan  tujuan  pokok  dengan  pola  yang  saling  berhubungan.   

 

Prosedur   
Menurut  Hamzani  (2021),  Prosedur  adalah  suatu  urutan  kegiatan  klerikal,  biasanya  

melibatkan  beberapa  orang  dalam  satu  departemen  atau  lebih,  yang  dibuat  untuk  menjamin  

penanganan  secara  seragam  transaksi  perusahaan  yang  berulang  ulang.   

Menurut  Polli  (2018),  Prosedur  adalah  tata  cara  kerja  yaitu  rangkaian  tindakan,  langkah  

atau  perbuatan  yang  harus  dilakukan  oleh  seseorang  dan  merupakan  cara  yang  tetap  untuk  

dapat  mencapai  tahap  tertentu  dalam  hubungan  mencapai  tujuan  akhir.   

Dari  ungkapan  diatas  maka  dapat  di  definisikan  Prosedur  adalah  urutan  atau  tahapan  

kegiatan  yang  mencakup  langkah,  tindakan  yang  harus  dilakukan  dalam  melaksanakan  

kegiatan  pokok  depertemen,  agar  memudahkan  proses  pengerjaan  dalam  entitas.   

 

Pendapatan  Asli  Daerah   
Menurut  Pakaila  (2021),  Pendapatan  asli  daerah  adalah  pendapatan  yang  diperoleh  dari  

pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-

lain  pendapatan  daerah  yang  sah.   

Menurut  Wahyuni  (2021),  Pendapatan  asli  daerah  adalah  pendapatan  yang  berasal  dari  

hasil  asli  ekonomi  daerah  tersebut.  Dari  definisi  diatas  maka  dapat  diartikan  bahwa  

pendapatan  asli  daerah  merupakan  penghasilan  yang  didapatkan  langsung  dari  ekonomi  dan  

sumber  pendapatan  daerah  seperti  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  

alam  di  daerah,  dan  lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah. 
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Pengelolaan iKeuangan iDaerah i 
Kualitas ipengelolaan ikeuangan idaerah imenjadi iperhatian ibagi ipemerintah ipusat idan ipihak-

pihak ilain iyang iberkepentingan idengan nformasi ikeuangan idaerah. iPengelolaan ikeuangan 

idaerah imerupakan isalah isatu ibagian iyang imengalami iperubahan imendasar idengan 

iditetapkannya iUU iNo. i32 itahun i2004 itentang iPemerintah iDaerah idan iUU iNo. i33 itahun 

i2004 itentang iPerimbangan iKeuangan iantara iPemerintah iPusat idan iPemerintah iDaerah. 

iKedua iUndang-undang itersebut itelah imemberikan ikewenangan ilebih iluas ikepada 

ipemerintah idaerah. iKewenangan idimaksud idiantaranya iadalah ikeleluasaan idalam imobilisasi 

isumber idana, imenentukan iarah, itujuan idan itarget ipenggunaan ianggaran. iHalim, idkk 

i(2010:4) imenjelaskan ibahwa ikeuangan idaerah ipada iperaturan iperundangan idikemukakan 

isebagai isemua ihak idan ikewajiban idaerah idalam irangka ipenyelenggaraan ipemerintah 

idaerah iyang idapat idinilai idengan iuang, itermasuk ididalamnya isegala ibentuk ikekayaan iyang 

iberhubungan idengan ihak idan ikewajiban idaerah. iPengelolaan ikeuangan idaerah iadalah 

ikeseluruhan ikegiatan ipejabat ipengelola ikeuangan idaerah isesuai idengan ikedudukan idan 

ikewenangannya iyang imeliputi ipenyusunan, ipelaksanaan, ipenatausahaan, ipelaporan, 

ipengawasan idan ipertanggungjawaban ikeuangan idaerah. iKemudian ihak idan ikewajiban 

idaerah itersebut idiwujudkan idalam ibentuk irencana ikerja ipemerintah idaerah idan idijabarkan 

idalam ibentuk ipendapatan, ibelanja, idan ipembiayaan idaerah i(dikenal idengan iAPBD, iatau 

iditingkat ipusat iAPBN) iyang idikelola idalam isistem ipengelolaan ikeuangan idaerah. 

iPengelolaan ikeuangan idaerah idilakukan isecara iefisien, iefektif, itransparan, iakuntabel, itertib, 

iadil, ipatut, idan itaat ipada iperaturan iperundang-undangan. 
 i 

Kas i 
Pontoh i(2013:242) imenyatakan ikas imerupakan iakun ipaling ilikuid idalam ilaporan 

ikeuangan iyang ipaling imembutuhkan ipengawasan iyang iketat idalam iperolehannya imaupun 

ipenggunaannya. iKas ibukan isekedar iuang itunai itetapi ikas ijuga idapat iberarti isesuatu iyang 

idapat idisetarakan iyaitu irekening ibank idari iorganisasi, iatau iakunakun iyang idapat 

iditunaikan idalam iwaktu iyang isesegera imungkin,misalnya ideposito, nvestasi isaham, idan 

imata iuang iasing. iSedangkan iSuwardjono i(2013:255) imenjelaskan ikas imerupakan isumber 

iekonomi iyang imemiliki imanfaat iatau ipotensi ijasa ikarena iapa iyang idapat idia ibeli iatau 

ikarena idaya itukarnya iyang idiperlukan ikesatuan iusaha iatau iorganisasi iuntuk imelaksanakan 

ikegiatan iekonominya. i 
 

Sistem idan iProsedur iPenerimaan iKas 
 iPermendagri iNo. i59 iTahun i2007 iPasal i187 isampai i189 imengatur itata icara 

ipelaksanaan ipenerimaan idaerah iyang idikelola ioleh ibendahara ipenerimaan. iSemua 

ipenerimaan idaerah idalam irangka ipelaksanaan iurusan ipemerintahan idaerah idikelola idalam 

iAPBD. iSetiap iSKPD iyang imempunyai itugas imemungut idan/atau imenerima ipendapatan 

idaerah iwajib imelaksanakan ipemungutan idan/atau ipenerimaan iberdasarkan iketentuan iyang 

iditetapkan idalam iperaturan iperundang-undangan. iPenerimaan iSKPD idilarang idigunakan 

ilangsung iuntuk imembiayai ipengeluaran, ikecuali iditentukan ilain ioleh iperaturan iperundang-

undangan. iPenerimaan iSKPD iberupa iuang iatau icek iharus idisetor ike irekening ikas iumum 

idaerah ipaling ilama i1 i(satu) ihari ikerja. iUntuk idaerah iyang ikondisi igeografisnya isulit 

idijangkau idengan ikomunikasi idan itransportasi isehingga imelebihi ibatas iwaktu ipenyetoran 

imaka ihal ni iakan iditetapkan idalam iperaturan ikepala idaerah. iPenerimaan idaerah idisetor ike 

irekening ikas iumum idaerah ibank ipemerintah iyang iditunjuk idan ikemudian ibank 

imengirimkan inota ikredit isebagai ipemberitahuan iatas isetoran itersebut i(Surat iedaran iBAKD, 

i2007:9). iLangkah-langkah iteknis idalam ipenerimaan ikas isebagai iberikut i: i 

Langkah i1 i: iPPKD imenyerahkan iSurat iKetetapan iPajak i(SKP) iDaerah iyang itelah 

iditerbitkan ikepada iBendahara iPenerimaan iuntuk ikeperluan imelakukan iverifikasi ipada isaat 
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ipenerimaan ipendapatan. iPengguna iAnggaran imenyerahkan iSurat iKetetapan iRetribusi 

i(SKR) iyang itelah iditerbitkan ikepada iBendahara iPenerimaan iuntuk ikeperluan imelakukan 

iverifikasi ipada isaat ipenerimaan. i 

Langkah i2 i: iWajib iPajak/Wajib iRetribusi imenyerahkan iuang i(setoran ipajak/retribusi). 

iBendahara iPenerimaan ikemudian imelakukan iverifikasi ipenerimaan iuang idengan iSKP 

iDaerah/SKR iyang ibersangkutan. iSetelah imelakukan iverifikasi, iBendahara iPenerimaan 

imengeluarkan iSurat iTanda iBukti iPembayaran/Bukti iLain iyang iSah. 

 

Penerimaan iKas iDaerah i 
Halim i(2013:101) imenyatakan ipenerimaan ikas idaerah/pendapatan idaerah 

idikelompokkan imenjadi itiga ikelompok iyakni: i 

1. iPendapatan iAsli iDaerah i(PAD); iyaitu isemua ipendapatan iyang iberasal idari isumber 

iekonomi iasli idaerah. iYang iterdiri idari ipenerimaan iPajak idaerah, iRetribusi idaerah, 

ibagian ilaba iusaha idaerah idan ihasil ipengelolaan ikekayaan idaerah ilainnya iyang 

idipisahkan, ilain-lain iPAD iyang ibukan iberasal idari i(pajak, iretribusi, idan ilaba iusaha 

idaerah). i 

2. iPendapatan iTransfer; iyaitu ipendapatan idaerah iyang idiperoleh idari iotoritas ipemerintah 

idi iatasnya. iYang iterdiri idari itransfer ipemerintah ipusat-dana iperimbangan, imeliputi 

idana ibagi ihasil ipajak, idana ibagi ihasil ibukan ipajak, idana ialokasi iumum, idan idana 

ialokasi ikhusus. i 

3. iLain-lain iPendapatan iYang iSah; iyaitu ipendapatan iyang ibukan iberasal idari ipendapatan 

iasli idaerah imaupun idana iperimbangan. iSeperti idana ikontinjensi idan idana idarurat. 

 

Sumber Pendapatan Asli Daerah  
Pendapatan yang berasal dari daerah merupakan penghasilan yang mutlak harus diambil dan 

dikelola dengan baik dan harus sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku tanpa harus ada 

timbal balik dari rakyat kepada pemerintah, karena kekayaan yang ada di daerah juga harus 

dilaporkan dari sumbernya sampai ke hasil dari pengelolaan kekayaan alam atau pendapatan pajak 

yang di peroleh dari retribusi dan pendapatan lain yang sah. Adapun sumber pendapatan asli daerah 

terdiri dari:  

A. Pajak Daerah 

B. Retribusi Daerah  

C. Hasil pengelolaan kekayaan alam  

D. iLain-lain pendapatan yang sah. 

 

Sistem  Pendapatan  Asli  Daerah   
Menurut  Pakaila  (2021),  Sistem  pendapatan  asli  daerah  adalah  sistem  yang  dibentuk  

untuk  mempermudah  dalam  mengalokasikan  penerimaan  daerah.   

Dari  definisi  diatas,  dapat  dinyatakan  bahwa  sistem  pendapatan  asli  daerah  adalah  

rangakaian  proses  dari  penerimaan  hingga  pengalokasian  pendapatan  asli  dari  daerah  

berdasarkan  sistem  yang  telah  dibuat  sebelumnya,  dalam  melaksanakan  kegiatan  penerimaan  

pendapatan  asli  daerah  perlu  sistem  yang  terstruktur  sehingga  alur  penerimaan  PAD  dapat  

terlaksana  sesuai  dengan  aturan  dan  proses  yang  benar,  maka  penerimaan  PAD  bias  dinilai  

efektif  dan  efisien.   

 

Prosedur  Pendapatan  Asli  Daerah   
Pendapatan  asli  daerah  diterima  oleh  bendahara  penerimaan  di  badan  pengelolaan  

keuangan  dan  aset  daerah  merupakan  bentuk  dari  kewajiban  OPD  dalam  menjalankan  dan  

tanggung  jawab  atas  terlaksananya  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  (APBD),  

Terkhusus  tugas  ini  dilaksanakan  pejabat  pembendaharaan  daerah  untuk  merealisasikan  

anggaran-  pendapatan  dan  belanja  daerah  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  hingga  

pelaporan  pertanggungjawaban  APBD.   



 
 

43 | P a g e  
 

Pejabat  pembendaharaan  memiliki  fungsi  penting  dan  peran  yang  sangat  diperlukan  

dalam  usaha  perealisasian  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah,  penerimaan  PAD  

memiliki  tahapan  prosedur  yang  harus  dilakukan  ialah:   

1)  Persiapan  buku  untuk  melakukan  pencatatan  kegiatan  pelaksanaan  anggaran.   

2)  Pencatatan  ke  dalam  buku  kas  umum  dan  buku  kepala.   

3)  Pengelolaan  tanda  dan  bukti  untuk  menyusun  surat  pertanggungjawaban.   

4)  Penyimpanan  dan  dokumentasi  uang  beserta  dokumen.   

Dari  penjelasan  diatas  tahapan  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  melalui  alur  dan  

proses  yang  sistematis  dan  terstruktur  sehingga  dapat  membantu  kinerja  dari  pelaksana  

pengelola  penerimaan  PAD  dapat  berjalan  secara  efektif  dan  juga  efisien,  maka  setelah  

semua  tahapan  sudah  berjalan  dengan  baik  dan  sudah  sesuai  dengan  peraturan  pemerintah  

ataupun  peraturan  menteri  serta  dinyatakan  dalam  bentuk  buku  pedoman  pengelolaan  

keuangan  daerah,  dapat  dikatakan  bahwa  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  sudah  sesuai  

dengan  pedoman  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  berlaku. 

 

Metode  Penelitian   
Objek  penelitian  atau  tempat  pengambilan  data  Kegiatan  penelitian  ini  dilaksanakan  di  

kantor  badan  pengelolaan  Pajak  dan  Retribusi  daerah  kota  Medan    jl.  Sisingamangaraja  Km  

5,5  Medan  Amplas  Kota  Medan.  Jenis  penelitian  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  

jenis  peneltian  metode  deskriptif,  yaitu  dalam  menguraikan  bagaimana  penerapan  sistem  dan  

prosedur  penerimaan  PAD  pada  badan  pengelolaan  pajak  dan  retribusi  daerah  kota  Medan.  

Variabel  penelitian  ini  menggunakan  variabel  bebas  (independent  variable).  yaitu  kondisi  

atau  karakteristik  oleh  peneliti-  dimanipulasi  dalam  rangka  menerangkan  hubungannya  dengan  

fenomena  yang  diobservasi.  Populasi  penelitian  ini  yaitu  Badan  Pengelolaan  Pajak  dan  

Retribusi  Daerah  Kota  Medan.  Untuk  menentukan  sampel  yang  akan  diterapkan  ada  dua  

teknik  sampling  yang  bisa  digunakan  yaitu  probability  sampling  dan  non  probability  

sampling.  Dari  uraian  diatas  peneliti  menggunakan  teknik  non  probability,  yaitu  pengambilan  

data  kepada  responden  yang  ahli  dibidangnya,  dan  sampel  dari  penelitian  ini  yaitu  sistem  

dan  juga  prosedur  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  yang  ada  di  badan  pengelolaan  pajak  

dan  retribusi  daerah  kota  Medan  Teknik  yang  dipakai  dalam  melakukan  penelitian  ini  

menggunakan  metode  wawancara,  dokumentasi  dan  pengkajian  (observasi).  Metode  ini  

dipakai  untuk  mengetahui  berapa  jauh  kesesuaian  antara  teori  yang  diterapkan  dengan  situasi  

yang  terjadi  sebenarnya  dari  objek  yang  akan  diteliti.   

 

Hasil  dan  Pembahasan   

Hasil  Penelitian 
Dari  penelitian  yang  dilakukan  penulis,  dengan  menggunakan  teknik  analisis  deskriptif  

kualitatif,  dan  membandingkan  kajian  terdahulu  serta  pendapat  para  ahli  juga  dari  keterangan  

tabel  diatas  didapatkan  bahwa  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  pada  badan  pengelolaan  

pajak  dan  retribusi  daerah  kota  Medan  sudah  sesuai  dengan  pedoman  pengelolaan  keuangan  

daerah  dan  peraturan  pemerintah  No.  12  Tahun  2019  tentang  penerimaan  pendapatan  asli  

daerah,  metode  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  non  probability  sampling  

atau  purposive  sampling,  dimana  pengamatan  dilakukan  kepada  responden  yang  

berpengalaman  dan  memiliki  pengetahuan  di  bidangnya  dalam  hal  ini  bidang  akuntansi  

pendapatan  asli  daerah.   
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Tabel  Alur  Proses  Sistem  &  Prosedur  Penerimaan  Pendapatan  Asli  

Daerah  Pada  Badan  Pengelolaan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kota  Medan. 
 

Pelaksana Langkah Aktivasi 

PPKD 1 Memberikan  SKP  Setelah  terbit,  kepada  bendahara  penerima  

dan  melaksanakan  verifikasi  saat  dilakukan  penerimaan  

pendapatan. 

Pihak  

Pemakai  

anggran 

2 Memberikan  atau  menyerahkan  surat  ketetapan  retribusi  yang  

sudah  terbit,  kepada  bendahara  penerima  pada  waktu  

bendahara  melakukan  proses  verifikasi  penerimaan  pendapatan 

Wajib  Pajak 3 Mengambil  dan  menerima  serta  mengesahkan  laporan  

pertanggung  jawaban  pendapatan  dari  OPD. 

OPD 4 Membayar  setoran  pajak/  retribusi. 

 5 Melaksanakan  verifikasi  penerimaan  kas  dengan  SKP/SKR.  

Mengeluarkan  surat  bukti  pembayaran. 

Bendahara  

Penerima 

6 Menyiapkan  surat  tanda  setor 

 7 

8 

9 

Melaksanakan  pembayaran  ke  bank  dengan  disertai  surat  

tanda  setor. 

Surat  tanda  setor  setelah  dialokasikan  oleh  bank,  selanjutnya  

diterima  lagi  oleh  bendahara  penerima  sebagai  arsip  dan  

pembukuan 

Sumber  :  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah 

 

Tabel  Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  Pada  Badan  Pengelolaan  

Pajak  dan  Retribusi  Daerah   

No Kegiatan Pelaksana Keterangan 

1 Ketersediaan  bukti  transaksi  

penerimaan  kas 
Staff  OPD Memilah  dan  

memberikan  nomor  

urut  bukti  STS/R/C  

yang  diterima  bank 

2 Melakukan  register  atau  penomoran  

atas  transaksi  penerimaan  kas 
Staff  OPD Meneliti  keabsahan  

bukti  STS/R/C 

3 Meneliti  keabsahan  bukti  STS/R/C KAsubbid  dan  KAbid Meneliti  dokumen  

terkait  seperti  

STS/R/C 

4 Mengentri  data  dokumen  STS/R/C  ke  

aplikasi  SIMDA 
Operator   

SIMDA 

Pengentrian  data  

STS/R/C 

5 Membuat  jurnal  atas  transaksi  

penerimaan  kas 
Operator   

SIMDA 

Mengentri  data  ke  

jurnal  penerimaan  

kas 

6 Melakukan  rekapitulasi  dan  

rekonsiliasi 
Operator   

SIMDA   

Kasubbid  Kabid 

Melakukan  

rekapitulasi  dan  

rekonsiliasi 

7 
 

 

8 

Melakukan  posting  jurnal  ke  buku  

besar 

 
Penyimpanan  semua  data  dalam  

database  SIMDA  dan  dokumen  

transaksi  diarsipkan 

Operator   

SIMDA   

Kasubbid  Kabid 

 

Staff  OPD   

Kasubbid 

Memposting  ke  

jurnal  dan  buku  

besar 

 
Pengentrian  data  ke  

dalam  database 



 
 

45 | P a g e  
 

  Kabid 

Sumber  :  Badan  Pengelolaan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kota  Medan 

 
Sistem  dan  prosedur  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  digambarkan  ke  dalam  tabel  

penerimaan  pendapatan  diatas,  berikut  penjelasan  nya:   

1.  Sistem  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  dimulai  dari  staff  OPD  yang  bertugas  memilah  

dan  mengurutkan  bukti-bukti  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  seperti  dokumen  surat  tanda  

setor,  surat  tanda  setor  retribusi  yang  diterima  bank.   

2.  Staff  OPD  yang  bertugas  memberikan  nomor  registrasi  atas  transaksi  penerimaan  kas  

daerah  atau  pendapatan  asli  daerah.   

3.  Mengecek  keabsahan  surat  bukti  surat  tanda  setor  dan  surat  tanda  setor  retribusi,  untuk  

mencegah  pemalsuan  data.   

4.  Meneliti  dan  mengecek  kembali  keabsahan  surat  tanda  setor  yang  menjadi  bukti  dari  

transaksi,  oleh  pejabat  bidang  untuk  melakukan  pengesahan  atas  transaksi  yang  dilakukan,  hal  

ini  bias  dilakukan  oleh  pejabat  subbidang  ataupun  langsung  kepala  bidang  untuk  sebagai  pejabat  

yang  mengetahui 

5.  Mengentri  data  dokumen  surat  tanda  setor  ke  aplikasi  SIMDA,  Yang  dilakukan  oleh  

operator  SIMDA,  Sebagai  database  penerimaan  kas  daerah  atau  penerimaan  pendapatan  asli  

daerah. 

  6.  Mengentri  dan  membuat  jurnal  untuk  transaksi  penerimaan  kas  daerah,  dengan  

menggunakan  aplikasi  SIMDA,  Tugas  ini  juga  dilakukan  oleh  operator  SIMDA  setelah  itu  

dlanjutkan  dengan  pengetrian  data  ke  buku  besar  atau  diposting  ke  buku  besar.   

7.  Pengecekan  dan  penilaian  kembali  oleh  pejabat  bidang  untuk  dilakukan  rekonsiliasi  dan  

rekapitulasi.   

8.  Pengentrian  data  yang  telah  direkapitulasi  dan  direkonsiliasi  ke  dalam  database,  untuk  

sebagai  dokumen  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.   

 

Pengarsipan  dokumen  transaksi  berupa  surat  tanda  setor,  surat  tanda  setor  retribusi,  maupun  

dokumen  terkait  lainnya  yang  menyangkut  ke  dalam  transaksi  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  

di  badan  pengelolaan  keuangan  dan  aset  daerah  yang  dilakukan  oleh  staff  OPD,  Dan  diketahui  

oleh  pejabat  bidang  sebagai  arsip  pemerinh.   

 

Pembahasan   

Pada  analisis  ini,  dilakukan  pada  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  pada  badan  pengelolaan  

pajak  danretribusi  daerah  kota  Medan,  analisis  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menilai  

apakah  sistem  dan  prosedur  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  sudah  dilaksanakan  sesuai-  

dengan  pedoman  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  peraturan  pemerintah  terbaru  yaitu  PP  No.  

12  Tahun  2019  tentang  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  atau  belum,  sistem  yang  digunakan  

pada  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  adalah  berbasis  aplikasi  keuangan  daerah  (SIMDA)  

Yang  dikelola  oleh  staff  operator  SIMDA  di  badan  pengelolaan  pajak  dan  retribusi    daerah  kota  

Medan. 

Tabel  Sistem  Dan  Prosedur  Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  Pada  

Badan  Pengelolaan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kota  Medan 

 
PP  No.  12 

Tahun  2019 
Hasil  Penelitian Keterangan 

Fungsi  terkait/bendahara  

penerima/OPD 
Melakukan  pencatatan  dalam  

menerima  bukti  surat  tanda  

setor  penerimaan  pendapatan  

asli  daerah  ke  sistem  aplikasi  

keuangan  daerah  (SIMDA) 

Sesuai 
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Aktivitas Aktivitas  yang  dilakukan  

dalam  prosedur  penyerahan  

bukti  penerimaan  kas  

(STS/R/C,  SKP,  NOTA  

Kredit  dari  bank)  yang  

diterima  oleh  staff  OPD  Dan  

dibukukan  oleh  bendahara  

penerima,  dientri  ke  aplikasi  

SIMDA  oleh  staff  operator  

dan  kemudian  di  laporkan. 

Sesuai 

Dokumen  yang  digunakan Ada  beberapa  dokumen  yang  

digunakan  yaitu:   

1.  Surat  Tanda  Setor  (STS)   

2.  Surat  Tanda  Setor  

Retribusi  (STR) 

  3.  Surat  Ketetapan  Pajak  

(SKP)  4.  Nota  Kredit  dari  

Bank. 

Sesuai 

Sumber:  Data  Olahan  (2020) 

 
Dari  tabel  diatas  bahwa  proses  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  pada  badan  pengelolaan  

keuangan  dan  aset  daerah  kota  Palembang  berawal  dari  pencatatan  penerimaan  oleh  pihak  terkait  

atau  fungsi  yang  bidang  yang  berwenang  dalam  melaksanakan  penerimaan  pendapatan,  

pendapatan  yang  diterima  oleh  bendahara  penerima  dicatat  dan  dientri  ke  aplikasi  keuangan  

daerah  yang  terdiri  dari  surat  tanda  setoran,  surat  setoran  retribusi  pajak,  surat  ketetapan  pajak,  

dan  nota  kredit  dari  bank. 

 

Kesimpulan  dan  Saran 

Kesimpulan   
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  bahwa  Sistem  penerimaan  pedapatan  asli  daerah  pada  

badan  pengelolaan  pajak  dan  retribusi  daerah  kota  Medan  telah  dijalankan  dengan  sistem  

keuangan  daerah  berbasis  aplikasi  yang  bernama  (SIMDA),  dan  prosedur  penerimaan  pendapatan  

asli  daerah  sudah  dijalankan  dengan  standar  operasional  prosedur  keuangan  daerah  yang  mengacu  

pada  peraturan  pemerintah  terbaru  dan  pedoman  pengelolaan  keuangan  daerah,  dalam  hal  ini  

yaitu  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  yang  menjadi  point  pada  penelitian  ini,  dalam  

memecahkan  masalah  yang  dihadapi  penelitian  menggunakan  metode  analisis  deskriptif  kualitatif  

dan  pengumpulan  data  pada  penelitian  dengan  teknik  wawancara  (interview)  dan  obsevasi  atau  

melihat  langsung  fakta  yang  terjadi  di  lapangan,  dari  metode  diatas  maka  kesimpulan  yang  

didapat  pada  penelitian  ini  yaitu  sebagai  berikut: 

1. Pendapatan  asli  daerah.  Penerimaan  pendapatan  asli  daerah  pada  badan  pengelolaan  keuangan  

dan  aset  daerah  sudah  sesuai  dengan  peraturan  pemerintah  nomor  12  tahun  2019  serta  

pelaksanaan  penerimaan  pendapatan  asli  daerah-  mencakup  fungsi  terkait  yaitu  bendahara  

penerima,  OPD,  Bank,  dan  bagian  akuntansi  sebagai  pembukuan.   

2. Sistem  dan  Prosedur  Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah.  Dalam  sistem  dan  prosedur  

penerimaan  pendapatan  asli  daerah,  sudah  menggunakan  komputerisasi  aplikasi  keuangan  

daerah  (SIMDA),  Sehingga  mempermudah  pelaksanaan  penerimaan  pendapatan  asli  daerah. 

 

Saran 
Dari  kesimpulan  diatas,  dikemukakan  bahwa  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  sudah  

dilaksanakan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  peraturan  pemerintah  terbaru  yaitu  PP  No.12  Tahun  

2019  Dan  pedoman  pengelolaan  keuangan  daerah,  dengan  ini  penulis  memberikan  saran  yang  
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mungkin  bisa  menjadi  masukan  bagi  badan  pengelolaan  pajak  dan  retribusi  daerah  kota  Medan,  

maupun  pihak  dan  fungsi  terkait  lainnya  yang  secara  tidak  langsung  telah  terlibat  dalam  

pelaksanaan  penerimaan  pendapatan  asli  daerah,  dari  kesimpulan  diatas  berikut  saran  yang  dapat  

diberikan  penulis  mengenai  kekurangan  ataupun  hal  yang  perlu  ditambah  lagi  dalam  

pelaksanaannya  :   

1. Pelaksanaan  penerimaan  pendapatan  asli  daerah.  Pelaksanaan  penerimaan  pendapatan  asli  

daerah  sebaiknya  selain  dicatat  di  komputerisasi,  perlu  juga  di  catat  di  back  up  dengan  

catatan  manual,  Karena  penggunaan  data  melalui  aplikasi  beresiko  hilang  ataupun  terkena  

virus  computer,  selain  itu  juga  pencurian  data  oleh  Hacker  juga  bisa  terjadi  akibat  kelemahan  

perlindungan  dari  aplikasi.   

2. Peningkatan  keahlian/skill  kepada  pegawai.  Peningkatan  skill  terhadap  pegawai  yang  mungkin  

sudah  lama  bekerja  di  badan  pengelolaan  keuangan  daerah,  agar  pelaksanaa  program  bidang  

dapat  berjalan  lebih  cepat  dan  efektif,  karena  belum  tentu  semua  pegawai  lama  yang  bekerja  

di  badan  pengelolaan  pajak  dan  retribusi  daerah  kota  Medan  merupakan  lulusan  yang  bisa  

teknologi,  sehingga  perlu  diadakan  program  pelatihan  pegawai  dalam  waktu  yang  telah  

ditentukan. 
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